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PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR : 11/PER/M.KOMINFO/07/2010 

TENTANG 
PENYELENGGARAAN LAYANAN TELEVISI PROTOKOL INTERNET  

(INTERNET PROTOCOL TELEVISION/ IPTV)  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil uji coba penyelenggaraan layanan 
IPTV serta memperhatikan perkembangan teknologi dan 
dunia usaha, dipandang perlu dilakukan penyusunan 
kembali terhadap pengaturan  Penyelenggaraan Layanan 
Televisi Protokol Internet (Internet Protocol Television/ 
IPTV) di Indonesia; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Komunikasi dan Informatika tentang Penyelenggaraan 
Layanan Televisi Protokol Internet (Internet Protocol 
Television/ IPTV); 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3881); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4252); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang 
Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Berlangganan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4568); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis 
dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang 
Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4974); 

7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar 
Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang 
Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2007; 

8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negera; 

9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang 
Pengangkatan Menteri Negara dan Kabinet Indonesia 
Bersatu II; 
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10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta 
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara; 

11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 
26/PER/M.KOMINFO/5/2007 tentang Pengamanan 
Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol 
Internet; 

12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 
25/P/M.KOMINFO/7/2008 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kantor Departemen Komunikasi dan Informatika; 

13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 
28/P/M.KOMINFO/9/2008 tentang Tata Cara dan 
Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran; 

14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 
1/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan 
Jaringan Telekomunikasi; 

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN 

INFORMATIKA TENTANG PENYELENGGARAAN 
LAYANAN TELEVISI PROTOKOL INTERNET (INTERNET 
PROTOCOL TELEVISION/ IPTV). 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
1. Televisi Protokol Internet (Internet Protocol Television/ IPTV) yang 

selanjutnya disingkat IPTV adalah teknologi yang menyediakan layanan 
konvergen dalam bentuk siaran radio dan televisi, video, audio, teks, 
grafik, dan data yang disalurkan ke pelanggan melalui jaringan protokol 
internet yang dijamin kualitas layanannya, keamanannya, kehandalannya, 
dan mampu memberikan layanan komunikasi dengan pelanggan secara 2 
(dua) arah atau interaktif dan real time dengan menggunakan pesawat 
televisi standar dan/atau alat telekomunikasi yang menggunakan media 
audio visual. 
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2. Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam 
bertelekomunikasi; 

3. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau 
penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, 
gambar, suara dari bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem 
elektromagnetik lainnya. 

4. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana 
pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa 
dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, 
dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan 
bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.  

5. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan 
menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/ atau media elektronik 
lainnya. 

6. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan 
kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi. 

7. Primary Head-end adalahsistem perangkat dimana konten dari penyedia-
penyedia konten dikumpulkan atau digabung serta dipersiapkan untuk 
disalurkan melalui jaringan ke terminal pelanggan melalui Secondary 
Head-end.  

8. Secondary Head-end adalah sistem perangkat dimana konten yang sudah 
diproses Primary Head-end dan disalurkan ke terminal pelanggan. 

9. Jaringan tetap adalah jaringan telekomunikasi untuk layanan 
telekomunikasi tetap. 

10. Jaringan tetap lokal adalah jaringan di wilayah yang ditentukan, 
menggunakan jaringan kabel dan atau jaringan lokal tanpa kabel. 

11. Jaringan tetap lokal kabel adalah jaringan tetap lokal yang menggunakan 
kabel. 

12. Jaringan tetap lokal berbasis packet switched adalah jaringan di wilayah 
yang ditentukan, menggunakan jaringan kabel dan atau jaringan lokal tanpa 
kabel yang menggunakan teknologi berbasis packet switched. 

13. Konten adalah seluruh suara, tulisan, gambar baik diam maupun bergerak 
atau bentuk audio visual lainnya, sajian-sajian dalam bentuk program, atau 
gabungan sebagiannya dan/ atau keseluruhannya yang dapat diciptakan, 
diubah, disimpan, disajikan, dikomunikasikan dan disebarluaskan secara 
elektronik. 
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14. Konsorsium adalah gabungan dari sekurang-kurangnya 2 (dua) badan 
hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas yang memiliki kemampuan 
usaha di bidang telekomunikasi, penyiaran, dan teknologi informasi. 

15. Penyelenggara jasa akses internet (Internet Service Provider/ISP) adalah 
penyelenggara jasa telekomunikasi yang menawarkan layanan berbasis 
teknologi informasi. 

16. Lembaga Penyiaran Berlangganan yang selanjutnya disebut LPB adalah 
Lembaga Penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum 
Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran 
berlangganan. 

17. Penyelenggara layanan IPTV yang selanjutnya disebut Penyelenggara 
adalah Konsorsium yang telah disetujui untuk mendapatkan surat 
persetujuan Penyelenggaraan Layanan IPTV. 

18. Penyedia Konten Independen adalah suatu badan hukum yang bergerak 
dalam bidang penyediaan Konten yang mayoritas sahamnya bukan milik 
Penyelenggara IPTV. 

19. Pelanggan adalah perseorangan atau badan usaha yang menggunakan jasa 
layanan IPTVdengan cara membayar sesuai kesepakatan dengan 
Penyelenggara. 

20. Menteri adalah Menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. 

Pasal 2 
Penyelenggaraan layanan IPTV bertujuan untuk : 
a. memacu pertumbuhan industri konten, perangkat keras, dan perangkat 

lunak dalam negeri; 
b. mempercepat pertumbuhan layanan transaksi elektronik; 
c. meningkatkan kontrol sosial dan partisipasi masyarakat melalui layanan 

interaktif yang disediakan; 
d. memberikan sarana pembelajaran teknologi informasi;  
e. mengembalikan fungsi kebersamaan keluarga dalam memperoleh informasi 

dan hiburan; 
f. meningkatkan  efisiensi pemanfaatan jaringan tetap lokal kabel eksisting; 

dan 
g. mendorong investasi untuk memacu penggelaran infrastruktur jaringan 

telekomunikasi pita lebar secara luas. 
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